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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kewengan 

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam bidang pendidikan dan pemenuhan 

hak anak atas pendidikan dasar tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di 

Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pemerintah di Kabupaten Indragiri Hilir sebagai penyelenggara pendidikan 

harus memenuhi hak setiap anak dalam bidang pendidikan dasar tingkat 

SMP. Tetapi, dalam implementasinya masih memiliki hambatan dalam 

mencapai SPM. Hambatan yang dirasakan seperti sulitnya akses menuju ke 

sekolah-sekolah, jumlah tenaga pendidik yang belum mencukupi di setiap 

sekolah di Kabupaten Indragiri Hilir, serta keterbatasan anggaran yang 

dirasakan untuk memenuhi kebutuhan di sekolah-sekolah. Berdasarkan 

hambatan tersebut, pemerintah terus berupaya untuk melakukan perubahan 

yang lebih baik untuk tercapainya pendidikan yang layak bagi setiap anak 

di daerah perkotaan maupun pedesaan. 

2. Pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar tingkat Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) di Kabupaten Indragiri Hilir belum terpenuhi secara 

maksimal karena masih ada berbagai permasalahan dalam memenuhi hak 

pendidikan tersebut, seperti faktor ekonomi, tenaga pendidik dan akses yang 

sulit di daerah terpencil. Faktor ekonomi masih menjadi masalah utama 

dalam bidang pendidikan karena pendidikan membutuhkan banyak biaya 

yang harus dikeluarkan. Mengenai akses yang sulit, hendaknya pemerintah 

kabupaten bergerak cepat untuk membangun infrastruktur-infrastruktur 
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agar memudahkan setiap anak. Pemerintah daerah juga harus lebih 

memerhatikan terhadap tenaga pendidik yang mana harus sesuai dengan 

permendikbud yang ada. 

3. Konsep yang ideal terhadap hak atas pendidikan anak Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu meningkatkan fungsi dan 

tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir, percepatan 

pembangunan sarana dan prasarana dalam meningkatkan kualitas 

pendidikan,  dan penambahan tenaga pendidik yang kompeten.  

B. Saran 

 

Adapun saran mengenai pemenuhan hak anak pendidikan dasar tingkat 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Meningkatkan fungsi pengawasan Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir 

agar dapat mengimplementasikan kebijakan yang lebih kuat dan inklusif dalam 

memastikan setiap anak memiliki akses yang adil dan layak terhadap 

pendidikan.  

2. Pemerintah Daerah harus memastikan tersedianya fasilitas pendidikan yang 

memadai, termasuk sekolah, sarana belajar dan transportasi pendukung. Fasilitas 

yang memadai akan memberikan hasil yang maksimal juga bagi siswa/i, seperti 

berdampak terhadap semangatnya dalam menuntut ilmu bahkan juga memiliki 

dampak terhadap guru yang mengajar di sekolah.  

3. Meningkatkan kualitas guru melalui pelatihan-pelatihan dan pengembangan 

lainnya agar bisa lebih mengedukasi anak betapa pentingnya pendidikan. Peran 

pemerintah dalam pemerataan pembagian tenaga pendidik juga sangat penting 

sebagai bentuk kesetaraan setiap daerah.  
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4. Melibatkan peran masyarakat dalam mendukung pendidikan terhadap anak, 

seperti membangun kesadaran akan pentingnya hak pendidikan anak. 

Masyarakat memiliki peran yang penting juga dalam mensukseskan pendidikan 

di Indonesia. Jika masyarakat memberikan dukungan penuh atas pendidikan di 

wilayahnya maka wawasan terhadap pendidikan semakin luas dan bersifat 

terbuka.  
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